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TENTANG

KRITERIA BELAJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN WAJIB

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah KabupatenBanggai Kepulauan
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan dan ketentuan pasal 132 ayat (4) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan
Keuangan Daerah, maka kriteria belanja yang bersifat mengikat dan wajib
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang

Kriteria Belanja Yang Bersifat Mengikat dan Wajib;

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

| Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3966);

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
'(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4286);
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4389);

——————————




11.

12.

13.

14.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negar (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421):

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005

‘Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
10.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4574);

Peraturan Pemérintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4576);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577).

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585):

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan. Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemrintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008
tentang Penﬁbagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggal
Kepulauan Tahuh 2008 Nomor 17).
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BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN WAJIB

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1,
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan:
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi

lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Badan
Legislatif Daerah;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan:



6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, selanjutnya disebut DPPK A
adalah DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan;

7. Kepala DPPKA adalah Kepala DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan;

8. Kenangan Daerah adalah semua hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban Daerah tersebut;

9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksénaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah;

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat
Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku
pengguna anggaran/pengguna barang;

12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya sisebut SKPKD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah;

13. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus
menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang
cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan
seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa;

14. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk kejaminannya kelangsungan
pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan

kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

BABII
PELAKSANAAN PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT
MENGIKAT DAN WAJIB

Pasal 2

(1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan
sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dalam
Peraturan Daerah.



(2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk untuk
belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan
dalam Peraturan Bupati.

(3) Pengeluaran seﬁnggi—tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), harus diprioritaskan.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 3

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang
lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh
pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebutuhan material yang

timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.

BAB 1V
KRITERIA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN WAJIB

Pasal 4

Kriteria Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara
terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang
cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan

seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
Pasal §

Kriteria Belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain

pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan Pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Banggai Kepulauan.
Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 12 Oktober 2009
JAUAN &R

_ BUPATI BANGGAI KE

A
P

O MALINGONG

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 13 Oktober 2009

-

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN 2009 NOMOR 28



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Banggai Kepulauan.

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 13 Oktober 2009

e
WA

B e

ARl
2

BERITA DAERA \:3.'
TAHUN 2009 NOMOR 28

/BUPATI BANGGAI

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Oktober 2009

ERULAUAN

e =5 /
grrf TO MALINGONG

BUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Oktober 2009

'BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
ji 8RR

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 13 Oktober 2009

BERITA DAERA {BUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2009 NOMOR 28



